BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1

Implikasi Putusan MK No0.79/PUU-X11/2014 dalam ha Kewenangan legislasi DPD
terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD 3 dan Undang-Undang No.
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan
dampak tiga ha bagi DPD, pertama, DPD terlibat dalam prolegnas, yang artinya
memiliki wewenang dalam agenda perencanaan. Kedua, DPD bisa mengajukan
sebuah rancangan undang-undang tertentu. Ketiga, bisa ikut membahas dari awal
sampal akhir RUU tertentu. Putusan MK No. 79/PUU-X11/2014 mempertegas fungsi
legislas sesuai dengan UUD 1945. Fungs legislas ini dilaksanakan menurut
paradigma baru, supaya hubungan ©PR<DPD-Presiden dapat berlangsung secara
efektif. Sistem dua kamar akan ‘amat,menguntungkan karena dapat menjamin semua
produk legidatif dan tindakan<tindakan pengawasan dapat dilakukan dengan proses
berlapis (double-check). Keunggulan dalam sistem double check apabila DPR yang
memeriksa dan merevis suatu rancangan undang-undang memiliki keanggotaan yang
berbeda dengan komposisinya berbeda dari DPD. Hubungan yang kuat antara DPR-
DPD, tentu akan menguatkan proses legislasi. Selain itu putusan MK No.79/PUU-
X11/2014 merubah struktur organisas parlemen.keanggotaan MPR yang terdiri dari
DPR dan DPD telah mengubah MPR menjadi lembaga perwakilan rakyat bikameral.
(dua Kamar).

Menguatnya peran DPD pasca putusan MK No.79/PUU-X11/2014 otomatis secara
struktur organisasi parlemen. keanggotaan MPR yang terdiri dari DPR dan DPD telah

mengubah MPR menjadi lembaga perwakilan rakyat bikameral. (dua Kamar). Negara
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Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang terdiri atas satu Negara
(terintergrasi) pada Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah
pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang
pemerintahan Negara, menetapkan kebijakan pemerintah serta menjalankan
pemerintahan Negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Sehingga peran DPD
sebagal perwakilan seakan tidak dibutuhkan karenatidak memiliki kewenangan penuh
dari daerah perwakilannya. Akan tetapi dengan diberlakukannya otonomi daerah
maka penguatan lembaga DPD di parlemen sangat diperlukan dalam proses legislas.
Beragamnya suku, ras, dan agama menyebabkan terjadinya dinamika dan timbul
kebutuhan untuk memperbaiki produk legislasi. Hal ini dapat di lakukan apabila ada
perwakilan daerah ditingkat pusat untuk membuat sebuah aturan yang mewakili
daerahnya masing-masing, sehingga wewenang DPD sebagal lembaga perwakilan
daerah yang berwenang menggiukan ~ RUU  benar-benar  menggunakan
kewenangannya.
B. Saran

1. Diperkuatnya wewenang DPD untuk terlibat dalam Prolegnas, berarti memiliki
wewenang dalam agenda perencanaan, disamping itu DPD juga mengajukan sebuah
rancangan undang-undang, dan turut serta dalam pembahasan dari awal sampai akhir,
sehingga diharapkan menghasilkan aturan-aturan yang strategis bagi perkembangan
daerah.

2. DPD mampu menjalankan fungs legislasi dengan baik sebagai kamar kedua di
parlemen dan mampu menjadi penyeimbang lembaga DPR dalam proses legislas
serta mampu menjalankan tugasnya sebagai Perwakilan Daerah yang bebas dari
kepentingan-kepentingan politik yang menguntungkan partal tertentu yang sedang

berkuasa
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